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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kinerja 

 

1. Definisi Kinerja 

Menurut Wibowo (2008: 7), kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu 

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Selain itu, menurut 

Amstrong dan Baron dalam Wibowo, (2008: 7), kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedangkan 

menurut Mahsun (2006: 25), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. 

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa 

tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. 
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Menurut Tika (2006: 212-122), kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan atau 

kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Fungsi 

kegiatan atau pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan hasil pekerjaan 

atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung 

jawabnya dalam suatu organisasi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam 

kinerja terdiri dari: 

a. Hasil-hasil fungsi pekerjaan; 

b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan/pegawai 

seperti: motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya; 

c. Pencapaian tujuan organisasi; dan 

d. Periode waktu tertentu. 

 

Menurut Pasolong (2010: 175), konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 

dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja 

pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan 

kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. 

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya 

tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh 

organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai 

pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. 

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagai hasil 

kerja/tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 
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atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam periode 

tertentu. 

 

2. Definisi Kinerja Organisasi Publik 

 

Menurut Mahsun (2006: 1), organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang 

yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai 

tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan 

menurut Mahmudi (2010: 33) organisasi publik merupakan organisasi birokrasi 

pemerintahan yang menarapkan kewenangan dan kekuasaan yang legal (formal) 

dengan adanya kualitas keahlian dalam pola struktur yang hirarkis. 

 

Kinerja organisasi mempunyai banyak pengertian. Menurut Pasolong (2010: 175), 

kinerja organisasi adalah sebagai totalias hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. 

Sedangkan menurut Wibawa dalam Pasolong (2010: 176), mengemukakan bahwa 

kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk 

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-

usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus 

menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.  

 

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan 

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan (Keputusan Kepala LAN No. 239/1x/6/8/2003). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja organisasi 

publik adalah totalias hasil kerja yang dicapai suatu organisasi birokrasi 

pemerintahan secara menyeluruh sesuai tujuan instansi pemerintah sebagai 

penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

 

3. Pengukuran Kinerja 

 

Menurut Mahmudi (2010: 12), pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai 

kesuksesan suatu organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan 

organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan 

publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui 

kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah 

dan berkualitas. Pelayanan publik tersebut yang menjadi bottom line dalam 

organisasi sektor publik. Selain itu, menurut Mahsun (2006: 26), pengukuran 

kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai 

pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi 

sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam bukunya pun Mahsun (2006: 34) 

mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan 

merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi 

peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu mengenai 

apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus 

dilakukan. 
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Menurut Wibowo (2008: 320), pengukuran hanya berkepentingan untuk 

mengukur apa yang penting dan relevan. Untuk itu, perlu jelas tentang apa yang 

dikatakan penting dan relevan sebelum menentukan ukuran apa yang harus 

digunakan. Hal-hal yang diukur tergantung pada apa yang dianggap penting oleh 

stakeholders dan pelanggan. Pengukuran mengatur keterkaitan antara strategi 

berorientasi pelanggan dan tujuan dengan tindakan. Pengukuran kinerja yang tepat 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi; 

b. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan; 

c. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja; 

d. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu 

prioritas perhatian; 

e. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas; 

f. Mempertimbangkan penggunaaan sumber daya; dan 

g. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 

 

Selain itu, menurut Sedarmayanti (2007: 195-196), pengukuran kinerja digunakan 

untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program. 

kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan misi dan visi organisasi. Karenanya sudah merupakan suatu hal yang 

mendesak untuk menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kenierja dan 

keberhasilan organisasi. Untuk dapat menjawab pertanyaan tingkat keberhasilan 

organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tidak semata-mata kepada input dari 

program organisasi, tetapi lebih ditekankan kepada output, proses, manfaat, dan 

dampak program organisasi.  
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Terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisasinya, setiap organisasi biasanya 

cenderung untuk tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut ini: 

a. Aspek Finansial 

Meliputi anggaran suatu organisasi. Karena aspek finansial dapat dianalogikan 

sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, aspek finansial merupakan aspek 

penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. 

b. Kepuasan pelanggan 

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan samgat krusial dalam 

penentuan strategi perusahaan. Dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat 

akan pelayanan yang berkualitas, maka organisasi dituntut untuk terus menerus 

memberi pelayanan berkualitas prima. Untuk itu, pengukuran kinerja perlu 

didesain sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi relevan atas tingkat 

kepuasan pelanggan. 

c. Operasi bisnis internal 

Informasi operasional bisnis internal diperlukan ntuk memastikan bahwa seluruh 

kegiatan organisasi sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi 

seperti tercantum dalam rencana startegis. Informasi operasional bisnis internal 

diperlukan utuk melakukan perbaikan terus menerus atau efesien dan efektivitas 

operasi organisasi. 

d. Kepuasan karyawan 

Karyawan merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, apalagi dalam 

organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis karyawan sangat 

nyata. Apabila karyawan tidak terkelola dengan baik, maka kehancuran organisasi 

sulit dicegah. 
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e. Kepuasan komunitas dan shareholder/stakeholder  

Kegiatan instansi pemerintahan berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh 

kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari pengukuran kinerja 

perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para stakeholder. 

f. Waktu  

Ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain 

pengukuran kinerja. Kita sering membutuhkan informasi untuk pengambilan 

keputusasn, namun informasi tersebut lambat diterima, kadang sudah tidak 

relevan/kadaluarsa. 

 

Menurut Mahmudi (2010: 14), pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari 

proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun 

karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor 

swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. 

Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai; 

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya; 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward and punishment; 

e. Memotivasi pegawai; dan 

f. Menciptakan akuntabilitas publik. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk 

mengetahui atau menilai sejauh mana tujuan, sasaran dan program dari suatu 

organisasi tercapai bisa tercapai. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

suatu kinerja organisasi. 

 

4. Indikator Kinerja 

 

Menurut Mahmudi (2010: 155-156), indikator kinerja merupakan sarana atau alat 

(means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan 

hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor 

publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar 

untuk menilai kinerja organisasi. Secara umum, indikator kinerja memiliki peran 

antara lain: 

a. Membantu memperbaiki praktik manajemen; 

b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan tanggung 

jawab secara eksplisit dan pemberian bukti atas suatu keberhasilan atau 

kegagalan; 

c. Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan 

pengendalian; 

d. Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga 

memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja di 

semua level organisasi; dan 

e. Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf.  
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Di samping itu, menurut Sedarmayanti (2007: 198), indikator kinerja adalah 

ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja digunakan untuk 

meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan 

menunjukkan kemampuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Mahsun (2006: 71), indikator kinerja 

(performance indicators) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance 

measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria 

pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada 

penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya 

merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. 

Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian 

kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. 

 

Adapun beberapa indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja 

birokrasi publik menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010: 178-180), antara lain 

yaitu: 

1. Produktifitas 

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur 

efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara 

input dan output. Konsep produktifitas dirasa terlalu sempit dan kemudian 

General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran 

produktifitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan 

publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang 

penting. Sedangkan yang dimaksud produktivitas menurut Dewan Produktivitas 
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Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, 

dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

2. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai 

organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan 

demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja 

birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai 

indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali 

tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat 

terhadap terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa 

atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu 

ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan 

masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik. 

3. Responsifitas 

Responsifitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-

program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat Responsifitas disini menunjuk pada keselarasan antara 

program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Responsifitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena 

Responsifitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik 

dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan 
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masyarakat. Responsifitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan 

antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki 

Responsifitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 

4. Responsibilitas 

Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik 

itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan 

kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, 

responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsifitas. 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi 

publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah 

bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya 

akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep 

akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi 

publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 

birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya 

harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas 

yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan niali-nilai-

norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Selain itu menurut Kumorotomo dalam Pasolong (2010: 180), beberapa indikator 

kinerja yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, 

antara lain yaitu: 
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1. Efisiensi 

Yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan 

publik mendapat laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan 

yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 

2. Efektivitas 

Yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. 

Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan 

organisasi serta fungsi agen pembangunan. 

3. Keadilan 

Yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh 

organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep 

ketercukupan atau kepantasan.  

4. Daya tanggap 

Yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, 

organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau 

pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. 

 

Sedangkan menurut Nasucha dalam Pasolong (2010: 180), terdapat lima dasar 

yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik, antara lain: 

1. Pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan. 

2. Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari 

pada yang direncanakan. 

3. Efisien, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan 

pengeluaran. 
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4. Efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan 

hasil yang dicapai. 

5. Equity, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang 

dihasilkan. 

 

Jika diamati dari berbagai pendapat di atas, terlihat bahwa indikator untuk 

mengukur kinerja suatu organisasi dapat didekati dari berbagi pendekatan, baik 

pendekatan ekonomi, sosial, keorganisasian maupun manajemen. Dalam 

penelitian ini, peneliti menganalisis elemen indikator-indikator kinerja dengan 

mengindentifikasi indikator yang dominan yang dipaparkan oleh para ahli di atas, 

kemudian indikator-indikator yang digunakan akan disesuaikan dengan kondisi 

organisasi yang diteliti serta permasalahan yang terjadi, sehingga data yang 

diperoleh akan relevan. 

 

Efesiensi dan efektivitas merupakan indikator yang paling dominan disebutkan di 

atas. Namun, Dwiyanto dalam Pasolong (2010: 178) mengembangkan satu ukuran 

lebih luas yaitu produktivitas yang mana tidak hanya mengukur efesiensi, tetapi 

juga mengukur efektivitas. Konsep produktivitas digunakan juga untuk menilai 

seberapa besar pelayanan publik memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah 

satu indikator kinerja yang penting. Indikator tersebut termasuk ke dalam 

indikator produktivitas yaitu terkait dengan output/keluaran dari suatu organisasi. 

Dengan demikian, indikator produktivitas dapat menjadi suatu tolok ukur dalam 

penilaian kinerja organisasi, sehingga menjadi sangat penting untuk diteliti.  
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Indikator kualitas layanan merupakan indikator yang sangat penting untuk 

dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja. Hal tersebut karena banyak 

pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 

ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Kualitas layanan berkaitan erat dengan 

kepuasan masyarakat yang mengacu pada Responsifitas. Dengan demikian, 

kualitas layanan tersebut dapat dijadikan salah satu elemen indikator kinerja 

organisasi. Selanjutnya adalah indikator daya tanggap. Indikator daya tanggap 

sangat relevan untuk dijadikan tolok ukur dalam penilaian kinerja organisasi.  

 

Daya tanggap termasuk dalam Responsifitas yang ditunjukan oleh suatu 

organisasi, sebab Responsifitas secara langsung menggambarkan kemampuan 

birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 

pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 

Responsifitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan 

pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, daya 

tanggap dimasukan dalam indikator Responsifitas dalam menilai kinerja 

organisasi. Suatu organisasi yang memiliki Responsifitas rendah otomatis 

memiliki kinerja yang tidak optimal pula. Hal inilah yang menjadi alasan 

Responsifitas dilibatkan sebagai elemen indikator yang diteliti. 

 

Kemudian adalah indikator keadilan (equity) yang mempertanyakan distribusi dan 

alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Namun 

menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010: 179), prinsip keadilan termasuk dalam 

indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas sendiri merupakan ukuran yang 
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menunjukkan sejauhmana kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan kehendak 

publik dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas menjadi 

penting, karena dengan melihat akuntabilitas suatu organisasi, maka akan dapat 

diketahui orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh organisasi yang 

bersangkutan. Dengan demikian, indikator akuntabilitas diikutsertakan sebagai 

tolok ukur penilaian kinerja organisasi. Akuntabilitas juga terkadang seperti 

Responsibilitas yang fungsinya sama penting dalam penilaian kinerja. 

 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dari 

beberapa indikator yang dipaparkan oleh para ahli mengenai penilaian indikator 

kinerja organisasi. Peneliti merumuskan hanya 4 (empat) indikator yang dianggap 

mewakili dari beberapa indikator yang telah disebutkan sebelumnya dan sesuai 

dengan keadaan yang ingin diteliti. Adapun indikator yang dipakai meliputi 

indikator produktifitas, responsifitas, responsibilitas dan indikator akuntabilitas. 

 

5. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja 

Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakup banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2010: 20), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain adalah: 

1. Faktor personal/individual 

Faktor ini meliputi pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan 

diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; 

2. Faktor kepemimpinan 

Dalam faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, 

arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau team leader; 
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3. Faktor tim 

Faktor ini meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan 

dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan 

keeratan anggota tim; 

4. Faktor sistem 

Meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh 

organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi; 

5. Faktor konstektual (situasional) 

Pada faktor ini meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. 

 

Selain itu, dalam Pasolong (2010: 186-189), dikemukakan pula faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemampuan 

Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins dalam Pasolong (2010: 186-189) 

adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi, antara lain yaitu: 

a. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan mental, dan 

b. Kemampuan fisik, yaitu kemampuan untuk diperlukan tugas-tugas yang 

menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan ketrampilan. 

 

Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang 

memiliki bakat dan intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi. Sedangkan bakat 

biasanya dikembangkan dengan pemberian kesempatan pengembangan 

pengetahuan melalui tiga hal yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. 
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2. Kemauan 

Kemauan atau motivasi menurut Robbins dalam Pasolong (2010: 186-189) adalah 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. 

Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki lingkungan fisik 

yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang nyaman, 

sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan sebaiknya ada musik. 

b. Pengaruh lingkungan sosial, yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan 

pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga 

mengharapkan penghargaan oleh pegawai lain, pegawai lebih berbahagia 

apabila menerima dan membantu pegawai lain. 

3. Energi 

Energi menurut Jordan E. Ayan dalam Pasolong (2010: 186-189) adalah pemercik 

api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi, 

maka perbuatan kreatif pegawai terhambat. 

4. Teknologi 

Teknologi dapat dikatakan sebagai “tindakan yang dikerjakan oleh individu atau 

suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekanikal, untuk membuat beberapa 

perubahan terhadap suatu objek. Teknologi menurut Danise M. Rousseau dalam 

Gibson dalam Pasolong (2010:186-189), mengatakan bahwa teknologi adalah 

penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan. 

5. Kompensasi 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa kinerja 

dan bermanfaat baginya. 
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6. Kejelasan tujuan 

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja. 

Oleh karena pegawai tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak 

dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan atau kurang efektif. 

7. Keamanan 

Keamanan pekerjaan menurut George Strauss dan Leonard Sayles dalam 

Pasolong (2010: 186-189) adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, 

karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan dari 

pada gaji atau kenaikan pangkat. 

 

Menurut Hennry Simamora dalam Mangkunegara (2005: 14), kinerja 

(performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertama, faktor individual yang 

terdiri dari; kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi. Kedua, faktor 

psikologis yang terdiri dari: persepsi, attitude, personality, pembelajaran, 

motivasi. Ketiga, faktor organisasi yang terdiri dari; sumber daya, kepemimpinan, 

penghargaan, struktur , dan job design.  

 

Menurut Soesilo dalam Tangkilisan (2007: 180-181), mengemukakan bahwa 

kinerja suatu organisasi birokrasi dimasa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang antara lain yaitu: 

a. Struktur organisasi, sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 

fungsi yang menjalankan aktifitas organisasi. 

b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi. 

c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk 

bekerja dan berkarya secara optimal. 
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d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data 

base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. 

e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 

penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 

aktivitas organisasi. 

 

Sedangkan Atmosoeprapto dalam Tangkilisan (2007: 181-182), menjelaskan 

bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor intenal 

maupaun faktor ekstenal, meliputi: 

1. Faktor eksternal yang terdiri dari: 

a. Faktor Politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuatan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang 

akan mempengaruhi ketenangan organisasi berkarya secara maksimal . 

b. Faktor Ekonomi, yaitu tingkat perkembagan ekonomi yang berpengaruh 

pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakan 

sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang besar. 

c. Faktor Sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat 

yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang 

dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 

2. Faktor internal yang terdiri dari: 

a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 

diproduksi oleh suatu organisasi. 

b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 
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c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelola anggota organisasi 

sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan. 

d. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identidas suatu organisasi dalam pola 

kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.  

 

Dari berbagai argumen di atas, ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja 

organisasi, maka akan sangat tegantung pada jenis, karakteristik dan tujuan 

pembentukan organisasi itu sendiri. Dengan demikian dari faktor-faktor yang 

telah disebutkan, maka dalam penelitian ini, Peneliti menganalisis faktor-faktor 

mana yang relevan untuk diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja 

Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung sesuai dengan 

keadaan dan kondisi organisasi tersebut serta permasalahan yang terjadi di 

lapangan. 

 

B. Komunikasi dan Telekomunikasi 

 

 

1. Definisi Komunikasi 

 

Menurut Suprapto (2011: 7) ada tiga pengertian utama komunikasi, yaoti 

pengertian secara etimologis, terminologis, dan paradigmatis. 

a. Secara etimologis, komunikasi dipelajari menurut asal-usul kata, yaitu 

komunikasi berasal dari Bahasa Latin communicati dan perkataan ini 

bersumber dari kata comminis yang berarti sama makna mengenai sesuatu 

hal yang dikomunikasikan. 

b. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 
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c. Secara paradigmatis, komunikasi berarti pola yang meliputi sejumlah 

komponen berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Contohnya adalah ceramah, kuliah, dakwah, 

diplomasi, dan sebagainya. Demikian pula pemberitaan surat kabar dan 

majalah, penyiaran radio dan televisi atau pertunjukkan film di gedung 

bioskop, dan lain-lain. 

 

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu communis yang artinya sama. 

Sehingga komunikasi berarti saling berusaha mengadakan suatu kesamaan 

(commonness) dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa kita sedang berusaha 

memberikan informasi atau pendapat kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam 

proses komunikasi diperlukan tiga komponen: 

a. Pengirim (komunikator) sebagai sumber; 

b. Pesan (informasi); dan 

c. Penerima (komunikasi) sebagai sasaran. 

 

2. DefinisTelekomunikasi 

 

Telekomunikasi adalah sejenis komunikasi elektronik yang menggunakan 

perangkat-perangkat telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele, yang 

artinya jauh dan komunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara 

satu simpul dengan simpul yang lainnya. Telekomunikasi adalah penyampaian 

informasi atau hubungan antara satu simpul dengan simpul yang lainnya yang 

berjarak jauh, sehingga definisi sesungguhnya dari telekomunikasi adalah 

penyampaian informasi atau hubungan antara satu simpul dengan simpul yang 
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lainnya dengan mempergunakan bantuan peralatan khusus, contohnya telepon, 

televisi dan lain sebagainya. 

 

Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

mengemukakan definisi atau pengertian telekomunikasi, bahwa telekomunikasi 

adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda gambar, 

suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau 

sistem elektromagnetis lainnya, sedangkan alat telekomunikasi adalah setiap alat 

perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.  

 

Terlihat di sini bahwa hubungan itu tidak harus jauh (meskipun ada perkataan 

tele) dekat pun bisa. Tidak harus berupa peralatan khusus (listrik) lainnya pun bisa 

contohnya asap, bendera, genderang dan laen sebagainya. Selain itu, harus pula 

dapat dibedakan antara telekomunikasi dengan komunikasi walaupun keduanya 

saling berhubungan. Masalah-masalah yang timbul pada telekomunikasi yaitu:  

a. Masalah terminal; 

b. Masalah transmisi; 

c. Bagaimana menyambungkan terminal-terminal tersebut dan bagaimana 

mengontrol atau mengendalikan penyambungan dari terminal-terminal 

tersebut. 

 

Di dalam telekomunikasi terlebih dahulu harus mengenal prinsip dasar dari 

telekomunikasi. Prinsip ini yaitu mengenai dua buah terminal yang dihubungkan 

oleh saluran transmisi. 

 

 



30 

 

3. Sistem Telekomunikasi 

 

Sistem telekomunikasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang 

mamancarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Sistem ini dapat 

memancarkan teks, data, grafik, suara, dokumen, atau video. Komponen utama 

suatu sistem telekomunikasi meliputi hal-hal berikut: 

a. Perangkat keras semua jenis komputer (Desktop, Server, Mainframe) dan 

pengolah komunikasi (modems atau komputer kecil yang digunakan untuk 

komunikasi). 

b. Media komunikasi media fisik, dimana sinyal elektronik dialirkan, 

termasuk media tanpa kawat (digunakan dengan cell phone dan satelit).  

c. Jaringan komunikasi jalur antar komputer dan alat komunikasi perangkat 

lunak komunikasi perangkat lunak yang mengendalikan sistem 

telekomunikasi dan keseluruhan proses transmisi. 

d. Penyedia komunikasi data suatu perusahaan yang menyediakan jasa atau 

layanan komunikasi data.  

e. Protokol komunikasi aturan untuk mengirimkan informasi pada sistem 

aplikasi komunikasi pertukaran data secara elektronik, teleconferencing, 

videconferencing, e-mail, reproduksi, dan perpindahan data secara 

elektronik. Untuk memancarkan dan menerima informasi, suatu sistem 

telekomunikasi harus melaksanakan sejumlah fungsi terpisah yang 

transparan kepada pengguna. 
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4. Jaringan Telekomunikasi 

 

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan 

kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penyelenggaraan 

jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan 

telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan telekomunikasi.  

 

Penyelenggaraan telekomunikasi harus dilaksanakan oleh penyelenggara 

telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi meliputi: 

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; 

b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 

c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. 

 

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat 

dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 

c. Badan Usaha Swasta; atau 

d. Koperasi. 

 

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c dapat dilakukan oleh: 

a. perseorangan; 

b. instansi pemerintah; atau 
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c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau 

d. penyelenggara jasa telekomunikasi. 

 

Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun 

dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi. Penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dalam membangun dan/atau menyediakan jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan 

teknis dalam Rencana Dasar Teknis. Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

5. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi 

 

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya 

telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya. Penyelenggara 

jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 

jaringan yang dimiliki dan disediakannya. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan 

yang sudah ada. Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi penyelenggara 

jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi dari menteri. 
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6.  Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 

 

Dalam Rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan 

telekomunikasi, berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi pihak penyelenggara jaringan telekomunikasi mempunyai hak 

dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah 

negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah. 

b. Pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan 

telekomunikasi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari 

instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang 

menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak 

mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. 

d. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa 

telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. 

 

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan 

telekomunikasi berdasarkan prinsip: 

a. Peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan 

b. Pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan 

prasarana. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi, untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, pemohon 

wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri. Dalam Pasal 

57 Undang-Undang No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi, dalam mengajukan permohonan izin pemohon wajib memenuhi 

persyaratan: 

a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang 

telekomunikasi; 

b. Mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang 

telekomunikasi. 

 

Sedangkan tata cara pengajuan izin diatur dengan keputusan menteri. Pemberian 

izin untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau 

seleksi. Persyaratan permohonan izin terdiri atas: 

a. Profil perusahaan; 

b. Rencana pembangunan jaringan atau jasa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


